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RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 
 

 

I. LATAR BELAKANG 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ini dapat disusun dan selesai tepat waktu. 

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 

merupakan implementasi dari pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah 

menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD 

kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada 

masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. Selanjutnya berdasarkan 

ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa RLPPD 

dipublikasikan paling sedikit melalui:  

a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online:  

b. Papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan  

c. Website resmi pemerintah.  

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyajian baik secara substansi, 

redaksional maupun outline dalam laporan ini masih jauh dari kata sempurna. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah 

dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan RLPPD 

Kabupaten Situbondo Tahun 2024 ini, sehingga dapat disampaikan tepat pada 

waktunya. Semoga RLPPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan 

dapat dijadikan referensi untuk perbaikan dan keberlanjutan di masa yang akan 

datang. 
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II. RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja 

makro mencerminkan dampak yang dihasilkan dari berbagai program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan 

pihak lainnya dalam pembangunan. Capaian kinerja makro Kabupaten Situbondo 

menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut: 

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

2) Angka Kemiskinan  

3) Angka Pengangguran  

4) Pertumbuhan Ekonomi  

5) Perdapatan Per Kapita  

6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

Adapun capaian kinerja dari ke-6 Indikator Kinerja Makro tersebut dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 

Ket: *) Angka sementara 
        **) Angka sangat sementara 

 

 

 

 

No Indikator Kinerja Makro 
Capaian Kinerja 

Tahun 2023 
Capaian Kinerja 

Tahun 2024 
Perubahan 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Pembangunan Manusia 70,65 71,22 0,81% 

2 Angka Kemiskinan 11,90% 11,51% -3,28% 

3 Angka Pengangguran (TPT) 3,27% 3,15% -3,67% 

4 Pertumbuhan Ekonomi 4,90% *) 4,81% **) 4,81% 

5 Pendapatan Per Kapita / Tahun 
(dalam Juta Rupiah) 

36,19 *) 39,18 **) 8,26% 

6 Ketimpangan Pendapatan (Gini 
Rasio) 

0,326 0,385 18,10% 
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2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR 

A. URUSAN PENDIDIKAN 

Urusan Pendidikan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Adapun capaian penyelenggaraan 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome urusan pendidikan diukur oleh 4 IKK 

yaitu: 

No 
Indikator Kinerja 

Kunci Hasil 
Rumus Capaian Kinerja 

Tahun 2024 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 
1 Tingkat partisipasi 

warga negara usia 
5-6 tahun yang 
berpartisipasi 
dalam PAUD 

Jumlah anak usia 5-6 tahun 
yang sudah tamat atau 

sedang belajar di satuan 
PAUD 

= 15.744 
Jumlah anak usia 5-6 tahun 

pada kab/kota yang 
bersangkutan 

= 18.038 

87,93 % 87,282 % 

2 Tingkat partisipasi 
warga negara usia 
7-12 tahun yang 
berpartisipasi 
dalam pendidikan 
dasar 

Jumlah anak usia 7-12 
tahun yang sudah tamat 

atau sedang belajar di 
sekolah dasar 

= 49.832 
Jumlah anak usia 7-12 

tahun pada kab/kota yang 
bersangkutan 

= 53.818 

85,18 % 92,593 % 

3 Tingkat partisipasi 
warga negara usia 
13-15 tahun yang 
berpartisipasi 
dalam pendidikan 
menengah 
pertama 

Jumlah anak usia 13-15 
tahun yang sudah tamat 

atau sedang belajar di 
sekolah menengah pertama 

= 26.308 
Jumlah anak usia 13-15 

tahun pada kab/kota yang 
bersangkutan 

= 27.812 

85,16 % 94,592 % 

4 Tingkat partisipasi 
warga negara usia 
7-18 tahun yang 
belum 
menyelesaikan 
pendidikan dasar 
dan menengah 
yang 
berpartisipasi 

Jumlah anak usia 7-18 
tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah yang 
sudah tamat atau sedang 

belajar di pendidikan 
kesetaraan 

= 606 
Jumlah anak usia 7-18 

100% 97,115% 
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dalam pendidikan 
kesetaraan 

tahun yang belum 
menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah pada 

kab/kota yang 
bersangkutan 

= 624 
 

B. URUSAN KESEHATAN 

Urusan Kesehatan di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Situbondo. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) Outcome urusan pendidikan diukur oleh 14 IKK yaitu : 

No 
Indikator Kinerja 

Kunci Hasil 
Rumus Capaian Kinerja 

Tahun 2024 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 

1 Rasio Daya 
Tampung Rumah 
Sakit Rujukan 

Jumlah daya tampung 
rumah sakit rujukan 

= 768 
Jumlah Penduduk di 

kabupaten/kota 
= 688.525 

1,12% 1,115% 

2 Persentase RS 
Rujukan Tingkat 
kabupaten / kota 
yang terakreditasi 
 

Jumlah RS Rujukan yang 
terakreditasi 

= 9 
Jumlah RS di 

kabupaten/kota 
= 9 

88,89% 100% 

3 Persentase ibu 
hamil 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan ibu 
hamil 

Ibu hamil yang 
mendapatkan pelayanan 

kesehatan 
= 6.438 

Jumlah sasaran ibu bersalin 
di kabupaten/kota 

= 6.438 

100% 100% 

4 Persentase ibu 
bersalin 
mendapatkan 
pelayanan 
persalinan 

Jumlah ibu bersalin yang 
mendapatkan pelayanan 

persalinan 
= 7.914 

Jumlah ibu bersalin di 
kabupaten/kota 

= 7.914 

100% 100% 

5 Persentase bayi 
baru lahir 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan bayi 
baru lahir 

Jumlah bayi baru lahir yang 
mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 
= 7.712 

Jumlah bayi baru lahir di 
kabupaten/kota 

= 7.712 

100% 100% 
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6 Cakupan 
pelayanan 
kesehatan balita 
sesuai standar 

Jumlah balita yang 
mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 
= 32.351 

Jumlah balita di 
kabupaten/kota 

= 32.351 

100% 100% 

7 Persentase anak 
usia pendidikan 
dasar yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah anak usia 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 
= 80.092 

Jumlah anak usia 
pendidikan dasar di 

kabupaten/kota 
= 81.630 

100% 98,115% 

8 Persentase orang 
usia 15-59 tahun 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah orang usia 15-59 
tahun yang mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai 

standar 
= 429.288 

Jumlah orang usia 15-59 
tahun di kabupaten/kota 

= 429.288 

105,3% 100% 

9 Persentase warga 
negara usia 60 
tahun ke atas 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah warga negara usia 
60 tahun yang 

mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

= 121.189 
Jumlah orang warga negara 

usia 60 tahun di 
kabupaten/kota 

= 134.430 

92% 90,150% 

10 Persentase 
penderita 
hipertensi yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah penderita hipertensi 
yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 
standar 

= 148.402 
Jumlah penderita hipertensi 

di kabupaten/kota 
= 148.402 

100% 100% 

11 Persentase 
penderita DM 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah penderita DM yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

= 15.630 
Jumlah penderita DM di 

kabupaten/kota 
= 15.630 

100% 100% 
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12 Persentase ODGJ 
berat yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan jiwa 
sesuai standar 

Jumlah penderita ODGJ 
yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 
standar 
= 1.268 

Jumlah penderita ODGJ di 
kabupaten/kota 

= 1.268 

100% 100% 

13 Persentase orang 
terduga TBC 
mendapatkan 
pelayanan TBC 
sesuai standar 

Jumlah penderita TBC yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

= 9.473 
Jumlah penderita TBC di 

kabupaten/kota 
= 9.473 

100% 100% 

14 Persentase orang 
dengan resiko 
terinfeksi HIV 
mendapatkan 
pelayanan deteksi 
dini HIV sesuai 
standar 

Jumlah orang dengan resiko 
terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai 

standar 
= 11.893 

Jumlah orang dengan resiko 
terinfeksi HIV di 
kabupaten/kota 

= 11.893 

100% 100% 

 

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Situbondo 

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman 

Kabupaten Situbondo. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) Outcome urusan pendidikan diukur oleh 9 IKK yaitu : 

No 
Indikator Kinerja 

Kunci Hasil 
Rumus Capaian Kinerja 

Tahun 2024 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 

1 Rasio luas 
kawasan 
permukiman 
rawan banjir yang 
terlindungi oleh 
infrastruktur 
pengendalian 
banjir di WS 
Kewenangan 
Kabupaten / Kota 

Luas kawasan permukiman 
rawan banjir yang 
terlindungi oleh 

infrastruktur pengendalian 
banjir di WS Kewenangan 

Kab/Kota (ha) 
= 0 

Luas kawasan permukiman 
rawan banjir di WS 

Kewenangan Kab/Kota (ha) 
= 1 

 

100% 0 
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2 Rasio luas 
kawasan 
permukiman 
sepanjang pantai 
rawan abrasi, 
erosi, dan akresi 
yang terlindungi 
oleh infrastruktur 
pengaman pantai 
di WS 
Kewenangan 
Kab/Kota 

Luas kawasan permukiman 
sepanjang pantai rawan 

abrasi yang terlindungi oleh 
infrastruktur pengaman 

pantai di WS Kewenangan 
Kabupaten/Kota (m) 

= 0 
Luas kawasan permukiman 

sepanjang pantai rawan 
abrasi di WS Kewenangan 

kabupaten/kota (m) 
= 1 

100% 0% 

3 Rasio luas daerah 
irigasi 
kewenangan 
kabupaten / kota 
yang dilayani oleh 
jaringan irigasi 

Luas irigasi kewenangan 
kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi 
yang dibangun (ha), 

ditingkatkan (ha), 
direhabilitasi (ha), dioperasi 
dan pelihara (ha) di tahun 

eksisting 
= 4.013,05 

luas daerah irigasi 
kewenangan 

kabupaten/kota 
= 9.311 

27,83% 43,100% 

4 Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
akses terhadap 
air minum 
melalui SPAM 
jaringan 
perpipaan dan 
bukan jaringan 
perpipaan 
terlindungi 
terhadap rumah 
tangga di seluruh 
kabupaten / kota 

Jumlah kumulatif 
masyarakat yang rumah 

tangga yang mendapatkan 
akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan 
terlindungi di dalam sebuah 

kabupaten/kota. 
= 216.388 

Jumlah total proyeksi 
rumah tangga di seluruh 

kabupaten/kota tersebut. 
= 223.830 

97,42% 96,675% 

5 Persentase 
jumlah rumah 
tangga yang 
memperoleh 
layanan 
Pengolahan air 
limbah domestik 

Jumlah rumah yang 
memiliki akses pengolahan 

berupa cubluk + jumlah 
rumah yang lumpur 

tinjanya telah diolah di PLT+ 
jumlah rumah yang 

memiliki sambungan rumah 
dan air limbahnya diolah di 

60,83% 66,112% 
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IPALD 
= 147.979 

Jumlah rumah di Kabupaten 
A 

= 223.830 

6 Rasio kepatuhan 
IMB kab / kota 

Jumlah pemanfaatan 
Persetujuan Bangunan 

Gedung yang sesuai 
peruntukannya 

= 632 
Jumlah Persetujuan 

Bangunan Gedung yang 
berlaku 
= 632 

100% 100% 

7 Tingkat 
Kemantapan 
Jalan 
kabupaten/kota 

Jumlah panjang jalan dalam 
kondisi mantap 

= 843,357 
Jumlah total panjang jalan 

kabupaten/kota 
= 1.093,499 

85,70% 77,124% 

8 Rasio tenaga 
operator/ teknisi 
/ analisis yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi 

Jumlah tenaga kerja 
konstruksi yang terlatih di 
wilayah kabu/kota yang 

dibuktikan dengan sertifikat 
pelatihan operator dan 

teknis/analis 
= 232 

Jumlah kebutuhan tenaga 
operator dan teknis/analis 
di wilayah Kabupaten/Kota 

= 651 

82,51% 35,637% 

9 Rasio proyek yang 
menjadi 
kewenangan 
pengawasannya 
tanpa kecelakaan 
konstruksi 
 
 
 

Jumlah proyek yang 
menjadi kewenangan 
pengawasannya tanpa 

terjadi kecelakaan 
konstruksi 

= 267 
Jumlah total proyek yang 

menjadi kewenangan 
pengawasannya 

= 267 

100% 100% 
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D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Urusan Perumahan Rakyat dan Kaawasan Permukiman di Kabupaten Situbondo 

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman 

Kabupaten Situbondo. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) Outcome urusan pendidikan diukur oleh 5 IKK yaitu : 

No 
Indikator Kinerja 

Kunci Hasil 
Rumus Capaian Kinerja 

Tahun 2024 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 

1 Penyediaan dan 
rehabilitasi 
rumah layak huni 
bagi korban 
bencana 
kabupaten / kota 

Jumlah unit rumah korban 
bencana yang ditangani 

pada tahun n 
= 0 

Jumlah total rencana unit 
rumah korban bencana 

yang akan ditangani pada 
tahun n 

= 1 

100% 0% 

2 Fasilitasi 
penyediaan 
rumah layak huni 
bagi masyarakat 
terdampak 
relokasi program 
pemerintah 
kabupaten / kota 

Rumah Tangga Penerima 
Fasilitasi Penggantian Hak 
Atas Penguasaan Tanah 
dan/atau Bangunan + 

Rumah Tangga Penerima 
Subsidi Uang Sewa + Rumah 

Tangga Penerima 
Penyediaan Rumah Layak 

Huni 
= 0 

Jumlah total rumah tangga 
terkena relokasi program 
Pemerintah Daerah yang 

memenuhi kriteria 
penerima pelayanan 

= 1 

100% 0% 

3 Persentase 
kawasan permu-
kiman kumuh 
dibawah 10 ha di 
kab / kota yang 
ditangani 

Luas kawasan permukiman 
kumuh dibawah 10 ha yang 

ditangani (ha) 
= 58,82 

Luas kawasan permukiman 
kumuh dibawah 10 ha 

= 102,84 

32,57% 57,195% 

4 Berkurangnya 
jumlah unit RTLH 
(Rumah Tidak 
Layak Huni) 

Jumlah unit rumah tidak 
layak huni 

= 2.534 
Jumlah total unit rumah 

kabupaten/kota 
= 223.830 

1,40% 1,132% 
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5 Jumlah 
perumahan yang 
sudah dilengkapi 
PSU (Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum) 

Jumlah unit rumah yang 
sedang dibangun 
terfasilitasi PSU 

= 2.524 
Jumlah unit rumah kab/kota 

= 6.676 

14,10% 37,807% 

 

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di 

Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. Adapun capaian 

penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome urusan pendidikan 

diukur oleh 7 IKK yaitu : 

No 
Indikator Kinerja 

Kunci Hasil 
Rumus Capaian Kinerja 

Tahun 2024 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 

1 Persentase 
Gangguan 
Trantibum yang 
dapat 
diselesaikan 

Jumlah pengaduan yang 
ditangani 

= 57 
Jumlah pengaduan 

pelanggaran yang masuk 
= 57 

 

100% 100% 

2 Persentase Perda 
dan Perkada yang 
ditegakkan 

Jumlah Perda/Perkada yang 
memuat sanksi yang 

ditegakkan 
= 3 

Jumlah keseluruhan Perda 
dan Perkada yang memuat 

sanksi 
= 3 

 

100% 100% 

3 Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan informasi 
rawan bencana 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 

informasi rawan bencana 
= 59.166 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 

informasi rawan bencana 
sesuai target yang 

ditetapkan 
= 59.166 

 

100% 100% 



11 | R I N G K A S A N  L P P D  T A H U N  2 0 2 4  
 

4 jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap 
bencana 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 

pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 

bencana 
= 12.537 

Jumlah warga negara yang 
berada di kawasan rawan 

bencana 
= 12.537 

100% 100% 

5 Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

= 42.273 
Jumlah warga negara yang 
menjadi korban bencana 

= 42.273 

100% 100% 

6 Persentase 
pelayanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban kebakaran 

Jumlah layanan 
pemadaman, penyelamatan 

dan evakuasi korban dan 
terdampak kebakaran di 
kabupaten/kota dalam 

tingkat waktu tanggap oleh 
Dinas Pemadam Kebakaran 

dan 
Penyelamatan/Perangkat 
Daerah ditambah jumlah 
layanan pemadaman di 
kabupaten/kota dalam 

tingkat waktu tanggap oleh 
relawan kebakaran yang 

dibentuk dan/atau di 
bawah pembinaan Dinas 
Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan/Perangkat 

Daerah 
= 139 

Jumlah kejadian kebakaran 
di kabupaten/kota 

= 190 

100% 73,15% 

7 Waktu tanggap 
(response time) 
penanganan 
kebakaran 

Rata-rata waktu tanggap, 
dihitung dari pelaporan, 

penyiapan tim dan 
peralatan, jarak tempuh 

dan kesiapan pemadaman 
kebakaran 

11,47 Menit 5 Menit 

 

 



12 | R I N G K A S A N  L P P D  T A H U N  2 0 2 4  
 

F. URUSAN SOSIAL 

Urusan Sosial di Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Situbondo. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) Outcome urusan pendidikan diukur oleh 2 IKK yaitu : 

No 
Indikator Kinerja 

Kunci Hasil 
Rumus Capaian Kinerja 

Tahun 2024 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 

1 Persentase (%) 
penyandang 
disabilitas 
terlantar, anak 
terlantar, lanjut 
usia terlantar dan 
gelandangan 
pengemis yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya di luar 
panti (Indikator 
SPM) 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia 
terlantar dan gelandangan 
pengemis yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar 
panti 
= 246 

Populasi penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia 
terlantar dan gelandangan 

pengemis 
= 264 

100% 93,181% 

2 Persentase 
korban bencana 
alam dan sosial 
yang terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya pada 
saat dan setelah 
tanggap darurat 
bencana daerah 
kabupaten/kota    

Jumlah korban bencana 
alam dan sosial yang 
terpenuhi kebutuhan 

dasarnya dalam satu tahun 
anggaran 

= 64 
Populasi korban bencana 
alam dan sosial di daerah 

kabupaten/kota yang 
membutuhkan 

perlindungan dan jaminan 
sosial pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana 
daerah kabupaten/kota 

= 82 

100% 78,048% 
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3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN SEBELUMNYA 

A. HASIL EPPD ATAS LPPD PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO:  

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 

terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 yaitu dengan 

skor 2,58 atau dengan Status Kinerja Rendah. 

2) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 

terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 yaitu dengan 

skor 2,8861 atau dengan Status Kinerja Sedang  

3) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 

terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sampai saat ini masih belum disampaikan 

oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  

1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023 Kabupaten 

Situbondo mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022  

2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024 Kabupaten 

Situbondo mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023  

3) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo selama 10 

(sepuluh) tahun terakhir dari Tahun 2015 s/d Tahun 2024, Kabupaten 

Situbondo mendapat penghargaan WTP sebanyak 9 kali. 
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4. REALISASI PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH 
 

No Uraian  Anggaran 2024  Realisasi 2024 Persentase 

 (Rp)   (Rp)  (%) 

1 2 3 4 5 

4 PENDAPATAN 1.860.040.951.500,00 1.838.398.660.788,09 98,84% 

4.1 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

   301.036.520.000,00         271.677.383.608,09  90,25% 

4.2 PENDAPATAN 
TRANSFER 

1.559.004.431.500,00     1.566.721.277.180,00  100,49% 

4.3 LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

                                      -                                           -  0,00% 

5 BELANJA 2.120.128.322.244,00 1.907.087.812.190,03 89,95% 

5.1 BELANJA OPERASI 1.537.910.583.732,00     1.380.458.807.383,55  89,76% 

5.2 BELANJA MODAL 328.184.558.745,00         276.451.811.670,48  84,24% 

5.3 BELANJA TIDAK 
TERDUGA 

718.227.328,00                 644.952.636,00  89,80% 

5.4 BELANJA TRANSFER 253.314.952.439,00 249.532.240.500,00 98,51% 

  SURPLUS / 
(DEFISIT) 

-260.087.370.744,00 -68.689.151.401,94 26,41% 

6 PEMBIAYAAN 
DAERAH 

260.087.370.744,00 172.927.746.766,38 66,49% 

6.1 PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

260.087.370.744,00 172.927.746.766,38 66,49% 

6.2 PENGELUARAN 
PEMBIYAAN 

0,00 0,00 0,00% 

  PEMBIAYAAN 
NETO 

260.087.370.744,00            172.927.746.766  66,49% 

  Koreksi SILPA 0,00 104.238.595.364,44 0,00% 

          Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo (data unaudited) 
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5. INOVASI DAERAH 
              

NO NAMA OPD INOVASI 

1 Dinas Pertanian dan ketahanan 
Pangan 

VARIETAS UNGGUL BARU MANGA ARUM 
MERAH SITUBONDO 

2 Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

KENDEDES (Kependudukan Dekat Di Desa) 

3 Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Satu Pintu 

SIPENI (safari Pengurusan Nomor Induk 
Berusaha) 

4 Badan kepegawaian dan 
pengembangan Sumberdaya 
Manusia 

BKPSDM Mobile 

5 Kecamatan Panji SEPAKAT (sekarang Bayar Pajak Lebih 
Dekat) 

6 Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

SIMDAPENSI (SIstem Informasi 
Manajeman Data Pendidikan Situbondo) 

7 Dinas Koperasi Perindustrian dan 
Perdagangan 

SIKEPO (Sistem Informasi Harga 
Kebutuhan Pokok) 

8 Dinas Kesehatan LAPAN PUSGARSIT (Layanan dan 
Pemasaran Hidup Sehat melalui Pusat 
Kebugaran Situbondo) 

9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa 

KLIK ON DESA (Klinik Konsultasi Desa) 

10 Kecamatan Kendit PINTER (Peningkatan Indeks Kepuasaan 
Masyarakat Terhadap Fungsi Layanan 
Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo 
melalui “Barcode Scanner) 
 

11 Kecamatan Panarukan PANTER (Panarukan Data Center) 

12 Dinas Pariwisata Pemuda dan 
Olahraga 

KLIK ON SIMAMI (Klinik Konsultasi dan 
Sistem Informasi Muda Mudi) 

13 UPT Puskesmas Bungatan MAS GENTING (Lima Aksi Cegah Atasi 
Stunting) 

14 UPT Puskesmas Kendit Yakin Sehati dengan Galaxy (Pelayanan 
Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat 
Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi 
dengan Gabungan Laki-Laki Sexy) 

15 UPT Puskesmas Asembagus KADER JEDAR IMUD (Kader 
Jemput,Dampingi, Antar Ibu Hamil Muda) 

16 UPT Puskesmas Jangkar PEDULI KASIH (Pelayanan Terpadu 
Lindungi Keluarga Beresiko Kesehatan) 

17 UPT Puskesmas Jatibanteng BERKAD BERTASBIH ( Bersama Kader 
Berantas Tuberculosis) 

18 UPT Puskesmas Panarukan NGOJHUR (Ngolah Jukok Reng Bereng 
Ghebey Ibu Hamil KEK Kalaban Remaja 
Kurus) 

19 OUBK RSUD Dr. Abdoer Rahem GEMA CANTIK (Bergerak Bersama Cegah 
Resiko Tinggi Kehamilan) 
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20 UPT Puskesmas Mangaran MHCS (mangaran Health Care Services) 

21 UPT Puskesmas Besuki CAHAYA (Class Kelola Sampah dan Minyak 
Jelantah) 

22 UPT Puskesmas Klampokan CATERINA PRIMA (Calon Pengantin 
Mendapat Pelayanan Prima) 

23 UPT Puskesmas Sumbermalang PEER NDP Melaui SOBAT LISAB 
(Penigkatan Penerapan Nursing 
Documentation Oractice Melalui oenulisan 
SOAP (Subjektif, Objektif, Analisis dan 
Palnning) di Balai Pengobatan 

24 UPT Puskesmas Panji SIPRIMA (Sistem Peminjaman dan 
Pengambilan Rekam Medis yang Mudah) 

25 SMPN 2 Asembagus OKE BOS ABK (Outbound kepemimpinan 
dan Berkebun Toga dan Sayuran untuk 
Terapi Anak Berkebutuhan Khusus) 

26 SMPN 1 Situbondo S-TELER (Spensasi Smart Teen Library) 

27 SDIT Nurul Anshar DIGITALISASI NURUL ANSHAR (DINA) 
MELALUI APLIKASI E-ASIEK (Electronic 
ASSesment Sumatif Komputer) 

28 SDN 1 Talkandang MATAHARI (maket Taman Record System) 

29 SMPN 3 Situbondo STARS (Student Track Record System) 

30 SMPN 1 Panaruakn PELITA KREASI SPENSAPAN(Pemanfaatan 
Limbah Tanaman Pisang untuk 
Meningkatka Kreatifitas dan inovasi Siswa 
SPMN 1 Panarukan) 

31 SD Islam Muhammadiyah 1 panji PEDULI TIMKU (Peran Duta Literasi Kreatif 
Menulis Buku) 

32 SD 1 Ketowan SI MATA SIAGA (Sistem Informasi Tata 
Tertib Siswa Berbasis Digital) 

33 SMPN 1 Panji PAM TAMIA SPENSAJI (Penerapan Aksi 
Mitigasi dalam upaya Pencegahan 
bencana dengan Menciptakan Taman Mini 
Asuh Mewujudkan Sekolah Hijau untuk 
meningkatkan Kreativitas Guru 
Memfasilitasi Siswa dalam mewujudkan 
Literasi perubahan iklim) 

34 SMPN 5 Situbondo GLADI DIRI (Guru Melatih Disiplin dan 
Mandiri) 

35 Kelurahan Mimbaan KOPLING JUNIOR 17 (Komunitas Peduli 
Lingkungan Anak Merdeka) 

36 Desa Klatakan DAPUR BERZIKIR (Dari Daur Bertambah 
Gizi, Rejeki dan Rahmat 

 

 




